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Abstract

Crime of Trafficking in Persons is a dangerous eriamd increasing from
year to year, which can affect the life of the oatand state of Indonesia which is
the successor to the ideals of the nation and ttite.sVictims of the Crime of
Trafficking is not looking at anyone either womehildren, students,. Trafficking
in persons is a crime is a form of crime ExtracatynCrime and many use the
modus operandi vary and the actors are very orgdnis players move around a
place to fool the police. In the eradication of frafficking in Persons required
performance of the police in finding the perpetrsitof these acts of human
trafficking, which starts from the investigatioragé to the stage of document
analysis.

In accordance with the above description, the astfawe interested in
doing research with the title of the Crime of Tiefing in Persons Investigation
By Intelkam Riau Police Directorate. In this thetie following aims is to find
out how the implementation of the criminal inveatign by the Directorate of
Trade this guy Intelkam Riau Police, then to findt dhe barriers in the
implementation of human trafficking investigatioosnducted by the Directorate
Intelkam Riau Police, and the latter aims to deteemthe effort made in
overcoming obstacles in the implementation of hutnafficking investigation by
the Directorate Intelkam Riau Police.

In writing this paper the author uses research ousth types of
sociological research. The sociological researchreisearch that is done by
identifying the effectiveness of the law and hove tlaw applies in society.
Descriptive nature of the research, aims to proeiddear and detailed picture of
the implementation of human trafficking investigatiby the Directorate Intelkam
Riau Police. The results of research conductedgugumalitative analysis and
deductive methods, the decomposition problem afreetal nature that is specific
to the problem.

From the results of this study concluded that mittvestigation of human
trafficking is not running as it should be for miting the investigation stages that
have been regulated by the Chief of Police of thpulic of Indonesia No. 14 of
2012, the lack of personnel and experience of ty&®rs in the investigation of
human trafficking this, and the need for cooperatwith the community in
combating human trafficking, lack of facilities amdrastructure that are needed
as operational vehicles that become obstaclesanntiplementation of criminal
investigations by the Directorate of Trade Intelk@rau Police.
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A. Pendahuluan

Kejahatan sudah ada sejak adanya manusia tetapidi@m macamnya
berubah-ubah dari waktu ke waktu, sesuai perkenaradgn tempat manusia
beradd Kejahatan yang banyak terjadi saat ini ialah hagjan Perdagangan
Orang.

Pada masa yang lalu, perdagangan orang merupakdol&tatus
sosial dimana orang yang mempunyai status sosighiti(ekonomi dan
kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai buddkpun yang dimaksud
budakadalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, haningos: Pada
awal sejarahnya yang menjadi objek perdagangargaadalah perempuan
dan pada masyarakat yunani kuno, perempuan dijadikasaksi jual beli di
pasar-pasar, layaknya seperti dagangan binatang htmya sebagai
pelampiasan nafsu seméta.

Pandangan orang yang dimulai dengan adanya pandanga
merendahkan derajat perempuan berlangsung hinggd alertengahan.
Undang-undang di Inggris sampai tahun 1805, masminenarkan kaum
pria yang memperdagangkan istrinya kepada siapaysajg dikehendakinya
ikatan keduanya menjadi tidak sah setelah terjaditmgnsaksi jual beli.
Undang-undang ini mengesahkan standar yang renddéhk yenjualan
istrinya yaitu seharg@® poundsterling. Kampanye anti perbudakan dan
perdagangan orang pertama kali dilakukan di Amed&a Eropa, dengan
melahirkan beberapa konvensi anti perbudakan daspla@tasi tenaga
manusia yang kemudian berkembang ke negara-negamaya termasuk
Indonesia

Di Indonesia, sebenarnya sejak awal kemerdekaaahstetcantum
dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasadonesia, pada
bagian pembukaan mengamanatkan bahwa negara daminaim didirikan
untuk “melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah dardbnkesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan aBéat® Makna
pembukaan UUD 1945 merupakan kebijakan umum dadatam, dan
sekaligus politik hukum di Indonesia. Inilah yangharusnya dijadikan
landasan dan tujuan dalam setiap usaha melakukabgb@ruan hukum
pidana dan kebijakan penanggulangan tindak pidaimaldnesia.

Perdagangan orang ini adalah tindak pidana yangqmgghr Hak
Asasi Manusia (HAM), karena HAM merupakan landabagi kebebasan,
keadilan dan kedamaian. Hak Asasi Manusia mencas@imua yang
dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia,taik segi kehidupan
sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

! Henny Nuraenyiindak pidana perdagangan orang,kebijakan hukumaméd dan
pencegahanny8§jnar Grafika, Jakarta:2011,him 352

2 Surayin,Kamus Umum Bahasa Indones@V Yrama Widya, Bandung: 2001, him 182

% Henny NuraenyQp.cithal 90

* Ibid, him 94

® |bid, him 352-353

® Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



Istilah Hak Asasi Manusia pada hakikatnya memitikhgertian yang
hampir sama, Meskipun masing-masing negara mengganlahasa yang
berbeda-beda. Di Indonesia sendiri pengertian HsksAManusia itu sudah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199%tiird Pasal 1 ayat 1
yaitu:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat maneiseégai makhluk
Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yaajg
dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negehukum, pemerintahan,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlinduhgakat dan martabat
manusia.

Definisi ini berarti adanya hak asasi manusia samata karena
manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berlesegan makhluk
ciptaan lainnya, Hak asasi itu juga ada semata-katna hadiah dari Tuhan
agar manusia dapat hidup sunguh-sungguh sebagasian

Di Indonesia Perdagangan orang ataafiking ini diatur dalam
Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang PembseniTindak Pidana
Perdagangan Orang,adapun defenisi dari Tindak Ri@andagangan Orang
ini adalah:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, apgkgtan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau peners@s@orang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pencul@myekapan,
pemalsuan ,penipuan, penyalahgunaan kekuasaapasesil rentan, penjerat
utang atau memberi bayaran atau manfaat,sehingggpeneleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas orang laiseltat,baik yang
dilakukan didalam negara maupun antar negara,unjun eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploita$i”.

Sanksi Tindak Pidana Perdagangan orang dimanaudksebdalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahur7 28@sal 2 Ayat 1
yaitu berbunyi :

“bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekragngirim,
memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasardesigan tujun
Eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana palingkat 3 tahun dan
paling lama 15 tahun dan pidana denda paling ge&ki 120.000.000,-
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banypk6BR0.000.000,-(enam
ratus juta rupiahy.

Fakta menunjukan bahwa dalam masyarakat dunia sekradonesia
masih terjadi tindakan serupa perbudakan dan tamdgkrdagangan manusia
terutama perempuan dan anak, data perdagangan meegrgpuan dan anak
malahan menunjukan trend yang meningkat seiringgalenpeningkatan

" Max Boli SabonHak Asasi ManusiaUniversitas Atma Jaya, Jakarta : 2008, him 11

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahu7ZDentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang.

% Ibid HIm 5-6



sarana transportasi, kecanggihan sarana elektrghoialisasi, kalahnya hati
nurani terhadap keuntungan finansial komersialisksi sebagainy4.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan hukdnadap tindak
pidana perdagangan orang ini belum maksimal meskspdah ada undang-
undang yang mengaturnya,coba saja kita lihat watata anak-anak masih
sering mengalami kekerasan dan masih rentan unjadilchn objek untuk
diperdagangkan .

Kepolisian sebagai komponen/unsur/subsistem datei@i Peradilan
Pidana (SPP) sudah jelas terlihat dalam perundadgagan yang berlaku
saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Uigd&epolisian
Nomor 28 tahun 1997 yang sudah diganti dengan Uptardang Nomor 2
Tahun 2002) yaitu sebaggi¢nyelidik dan penyidik*!

Penyelidikan menurut peraturan perundang-undangdagaimana
yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undamdphlg Hukum Acara
Pidana (KUHAP) adalah sebagi berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidituk mencari
dan menemukan suatu peristiwva yang diduga sebaghkikt pidana guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikeemurut cara yang
diatur dalam Undang-undang ifi.

Menurut Peraturan Kepolisian (Perkap) Penyelidilsmibagaimana
disebutkan dalam pasal 12 angka 1 tentang tahapt&egenyelidikan dan
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

Pengolahan TKP
Pengamataropservasi
Wawancarginterview)
Pembuntutaifsurveillance)
PelacakanTracking)
PenyamaranUndercover)
Penelitian dan analisis dokumen
Dari tahapan-tahapan penyelidikan diatas hambatamg yterjadi
dalam kasus perdagangan orang ini yaitu mencaerkdban pelaku tindak
pidana perdagangan orang karena tindak pidanageerdan orang ini sangat
terorganisir dan tersusun secara rapi

@~ oo0oTp

Di Indonesia daerah-daerah yang sering dijadikaa palaku untuk
merekrut anak-anak dan perempuan ini adalah ddaadung, Indramayu,
Garut dan daerah tujuan para pelaku mengirim walaiteanak-anak ini yaitu
daerah seperti Jakarta, bali,Tanjung balai karimun.

12| M Gandhi Lapian dan Hetty A.Gerlirafiking Perempuan dan Anak,ayasan obor
Indonesia, Jakarta :2006, him 58

» Barda Nawawi AriefMasalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Picdalam
Penaggulangan KejahataRrenada Media Group, Jakarta : 2007 him, 48

12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

13 peraturan Kepolisian nomor 14 tahun 2012



Penulis mengambil contoh kasus tindak pidana pertgan orang
diwilayah hukum Polda Riau, karena Provinsi Riaunrerupakan tempat
pa/..ling sering dijadikan tempat perdagangan okamgna Provinsi Riau Ini
langsung berbatasan dengan negara-negara laintisdpalaysia dan
Singapura, dimana Data mencatat Beberapa kasuagaeighn orang yang
terjadi di wilayah hukum Polda Riau dilihat daritalanulai tahun 2010 s/d
2011 ada 4 kasus dan 16 korban perdagangan maaitsia’

Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Tabn 2010-

2011
No | Pelaku Tempat | Korban Modus Ket
kejadian Operandi
1 - Syah Komplek | -NURAINI,17 Pelaku Sidik
Malem | lokallisasi | Tahun,Bandung | melakukan | Polres
Ginting | bukit -Hani Binti perekrutan di| Bengk
,36 tahun| permai Anang,25 bandung alis
Jalan Tahun,Bandung dengan cara

-Bu Lintas -Eka rianti, 22 menawarkan
Syofi Duri- Tahun,Bandung | pekerjaan di
(DPO) Dumai -Kiki Pugianti ,26 | salah satu

Tahun,Bandung rumah makan
-Amelia -Seli binti, 26 di pekanbaru
(DPO) tahun,Bandung sehingga

-Eva mauliani,14 | korban

tahun, Bandung bersedia di

-Eva Dewi bawa oleh

Asifa,25 pelaku, akan

tahun,Purwakarta | tetapi Korban

-ITA, 30 dibawa oleh

tahun,Bandung pelaku ke

-Rina Lokalisasi

Sitiamninah,30

tahun,Bandung

-Ani nuraini, 28

tahun, Tasikmalayal

-Rima lIstriani,21

tahun, Bandung

-Yeni Indriani,23

tahun,Bandung

-Desi Ritiani ,23

tahun,Bandung

-Reina,30

tahun,Indaramayu

14 Data Dari Direktorat Intelkam POLDA RIAU.




-UUN ,28
tahun,Indaramayu

2 Esty Fuji Ariyanti ,21
Casmury tahun
, 35
tahun
dan
Marni
Sumiati,
65
3 Dartam, | Lokalisasi Merekrut Lidik
50 tahun | Rawa pekerja dari
Panjang Ji daerah
Lintas Indramayu(
Dumai- Jabar) dan di
Duri Kel. pekerjakan di
Kayu Bar miliknya
kapur Kec sebagai PSK
Bukit (pekerja seks
Kapur komersial)
Kota
Dumai
4 | Yuyun,3 | Eks Pada Lidik
9 tahun | Lokalisasi umumnya
Bundaran para pekerja
lama, JI eks Bundarar
Arifin Lama dikirim
Ahmad dari Jawa
Kel.Jaya dengan
Mukti Kec menggunaka
Dumai n transportasi
Timur darat dan
Kota langsung
Dumai diterima oleh
pemilik café

Data Dari Direktorat Intelkam Polda Riau




Dilihat dari data Direktorat Intelkam Polda Riasdikita lihat bahwa
korban-korban tindak pidana perdagangan orangnk@lian adalah wanita
dan anak-anak dibawah umur.

Adapun yang membuat korban-korban ini mau dijadikarban
trafiking yaitu disebabkan beberapa faktor yaituktba yang paling
mendukung karena adanya permintaan terhadap pakenyang tidak
memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan vaad relatif tinggi,
tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumitlan faktor yang paling
banyak terjadi yaitu disebabkan karena kemisiking@ndidikan rendah,
keluarga yang tidak harmonis, bencana alam dargeiager-®

Keadaan ini menimbulkan tumbuh suburnya modus-mogarsg
makin beragam, karena sistem di Indonesia masilaHemhususnya dalam
tindak pidana Perdagangan Orang. Oleh karena ittykumenjamin dan
melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) perlu adanya iglisasi yang
berkelanjutan tentang bahaya perdagangan orangudanregulasi sistem
hukum baik substansi, struktur dan budaya hukurairSéu pemberdayaan
ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pekdidmoral.

Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orangcdra yang
dilakukan Kepolisian Daerah Riau (POLDA) yaitu deang cara-cara
melakukan razia-razia didaerah yang rawan seperbgbasan dan juga
memberikan informasi atau penyuluhan-penyuluhanad#ap masyarakat
tentang bahayanya Perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untukdami lebih jauh
lagi permasalahan tentang tindak pidana perdagaoigarg ini dengan cara
melakukan penilitian dan pembahasan terhadap pgkoknasalahan yang
diangkat yang di salurkan lewat tulisan yang diedul: “Penyelidikan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Direktorat Inelkam Polisi
Daerah Riau'.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dizfia penulis akan
membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan penyelidikan Tindak Pidarrda§angan
orang yang dilakukan oleh Direktorat Intelkam Pdiiau?

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang terjadi daldakspeaan
penyelidikan Tindak Pidana perdagangan orang oletek@rat
Intelkam Polda Riau?

3. Upaya apa sajakah yang di lakukan Oleh Direktan&glkam Polda
Riau untuk mengatasi hambatan dalam penyelidikadaki pidana
perdagangan orang?

> Henny Nuraeny)p.Cit, him 110.
'® Ibid, him. 114.



C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka dapaahiiketijuan
penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindaklama
Perdagangan orang yang dilakukan oleh direktotatkam polda
Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadiandal
pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagaogamg oleh
direktorat intelkam polda Riau.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oletyg@lidik
direktorat intelkam polda Riau dalam mengatasi @ingidana
Perdagangan orang

2) Kegunaan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas ada bebeaaf@atyang
di peroleh yaitu terbagi menjadi dua manfaat seldaeyékut:

a. Kegunaan Teoritis
Manfaat teoritis ini supaya masyarakat luas yaggimengetahui
dan ingin memperoleh iimu pengetahuan di bidanguhulyakni
dengan memberikan pengetahuan tentang bagaimageligéwn
yang dilakukan oleh direktorat intelkam polda ridalam tindak
pidana trafiking menurut Undang-Undang no 21 talt007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangamg Ora
(trafiking).

b. Kegunaan Praktis
Penyelidikan tentang tindak pidana Perdagangan goraieh
direktorat intelkam polda riau ini dapat bergunan deermanfaat
bagi penulis dalam memperluas pengetahuan tentahktpidana
trafiking dan melatih kemampuan penulis terhadagadmiah.

D. Kerangka Teoritis
Dalam penelitian ini, penulis menetapkan beberapari tyang
berkaitan dengan permasalahan yang penulis #tiipun teori yang penulis
gunakan dalam penelitian ini adalah teori penyedid] teori tindak pidana
trafiking dan teori penegakkan hukum.
a) Teori Penyelidikan
Secara umum penyelidikan atau dengan kata laimgsefisebut
penelitian adalah langkah awal atau upaya awalkuntangidentifikasi
benar atau tidaknya suatu peristiwva pidana ituaderjDalam perkara
pidana,penyelidikan atau penelitian itu adalah kahgangkah untuk
melakukakan hukum dan penelitian berdasarkan hulam peraturan
perundang-undangan untuk memastikan apakah pexispidlana itu



benar-benar terjadi atau tidak terjddiAdapun penyelidikan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaidiavaksud dalam
Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum AcararRi(KUHAP)
adalah sebagai berikut :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikuk
mencari dan menemukan suatu peristiva yang didedagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakyb@nyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undant ini.

Sangat jelaslah bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP mekapetugas
kepada aparatur negara dibidang penegakan hukuok unelakukan
upaya ketika ada peristiva melalui laporan, pengaduatau karena
diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum kakemajibannya.

Upaya vyang dilakukan penyelidik adalah upaya untuk
mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi ayalan masuk dalam
kategori peristiwa pidana atau bukan merupakarsiped pidan&’

b) Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang(Trafiking)

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yangeti&l dalam hukum
pidana belanda vyaitwstrafbaar feit. Moeljatno menggunakan istilah
perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebdgarbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana i&éeancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangpa melanggar
larangan tersebu

Dari Pendapat di atas,maka dapat diartikan apa yamgksud
dengan tindak pidana itu adalahatu perbuatan yang dilakukan manusia
yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatasebut dilarang
atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undangamgl yang diberi
sanksi berupa sanksi pidaf&.

Tindak pidana dapat dibedakan jenis-jenisnya at@sarddasar
tertentu, yaitu®
a. Menurut KUHP adalah Kejahatan dan Pelanggaran
b. Menurut cara merumuskannya adalah Tindak Pidamailf¢Formeel

delicten)dan tindak pidana mate(i\aterieel delicten).
c. Menurut bentuk kesalahannya adalah tindak pidamagarfdoleus
delicten)dan tindak pidana tidak dengan sendejdpose delicten)
d. Berdasarkan sumbernya adalah tindak pidana umunirdiak pidana
Khusus.
Tindak Pidana yang sering terjadi saat ini yaitndak pidana
perdagangan orang maka dari itu di bentuknya pematyang mengatur

" HartonoPenyidikan dan Penegakan Hukum Pidana,melalui peatda Hukum Progesif,
Sinar Grafika,Jakarta:2012,him 18-19

18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

9 Hartono,Op.Cit, him 20.

% MoeljatnoAzas-Azas Hukum Pidar@] Bina Aksara, Jakarta :1983 him 54

2! Erdianto,Pokok-Pokok Hukum Pidanalaf Riau, Pekanbaru : 2010 him. 55-56

22 Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana Rajawali Pers, Jakarta : 2010 him 121



tentang tindak pidana trafiking ini yaitu Undangdang Nomor 21 Tahun
2007, didalam Undang-Undang ini terdapat RuangklipgTindak Pidana
Perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang m@mheunsur-
unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undandadg Nomor
21 Tahun 2007 selain itu Undang-Undang ini jugaanaelg setiap
orang untuk memasukkan orang ke wilayah Negara t{asa
Republik Indonesia (NKRI) untuk Eksploitasi.

2. Membawa Warga Negara Indonesia(WNI) ke luar wilaydKRI
untuk tujuan eksploitasi.

3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu ataubenian
sesuatu untuk maksud eksploitasi.

4. Mengirimkan anak kedalam atau ke luar negeri derggma apapun
dan setiap orang yang menggunakan atau memanfa&tidoan
TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pésncab
mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi ataengambil
keuntungan.

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan kggeerapalsu
pada dokumen negara atau dokumen lain untuk menupmrPPO.

6. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atabak padahal
seharusnya dirahasiakan

c) Teori Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan rangkaian proses untuk
menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrakgyanenjadi tujuan
hukum.Tujuan Hukum atau cita hukum memuat nilaginmoral, seperti
keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut hamempu diwujudkan
dalam realitas nyatd. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral
yang terakandung dalam hukum tersebut mampu dimmgaiéasikan atau
tidak.
Masalah dari Penegakan Hukum sebenarnya terletada faktor-
faktor yang mempengaruhinya, faktor- faktor ter¢etulalah :
1. Faktor Hukumnya sendiri,yang didalam tulisan inamkdibatasi
oleh Undang-Undang saja.
2. Faktor Penegak hukum,yakni pihak-pihak yang memikent
maupun penerapan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penagakm
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukumrseiaut
berlaku atau diterapkan.

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahu¥Zlentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang

2 Satjipto  Rahardj®enegakan Hukum,Suatu Tinjauan sosiol@gsita Publishing,
Yogyakarta,2009,hlm vii

10



5. Faktor kebudayan, yakni sebagai hasil karya, ciggam rasa

didasarkan pada karsa manusia dalam lingkungam fAidu

Secara sosiologis penegak hukum tersebut mempuagadukan
dan peranan. Kedudukan merupakan posisi terterdalagn struktur
kemasyarakatan,yang mungkin tinggi,sedang-sedajg aau rendah.
Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wgaladp isinya
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merapgkeranan. Oleh
karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukaenterazimnya
dinamakan pemegang peranan. Suatu peranan tedtgdt, dijabarkan
kedalam Unsur-unsur sebagai berikift :

a) Peranan yang ideal

b) Peranan yang seharusnya

c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

d) Peranan yang sebenarnya dilakukan

E. Kerangka Konseptual
Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadeulj penelitian
ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menydtasgpenelitiam imi, maka
penulis memberikan defenisi-defenisi atau batasdashn terhadap istilah-
istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

a) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelicituk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagkakt pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan gikayi menurut
cara yang diatur dalam undang-undang'ini

b) Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana ini serindgpdisgengan”delik”,
yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Ugdaahwa
perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Untfang

c) Perdagangan Berasal dari kata dagang yaitu suahugian yang
berkaitan dengan menjual dan membeli barang unteknperoleh
keuntungan, jual beli, niag&.

d) Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, mpgkgan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerseaaorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasaouylilzen
penyekapan, pemalsuan,penipuan, penyalahgunaanadeeku atau
posisi rentan, penjerat utang atau memberi bayatano manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yangegemg kendali
atas orang lain tersebut,baik yang dilakukan didateegara maupun

% Soejono Soekantaktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan HukwRil, Raja
Grafindo Persada, Jakarta,2005,him.7-8

?® |bid, hal 20

%" Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

% Aswarni Adam dan Zulfikri, Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesialaf
Riau,Pekanbaru: 2006,him 103

% Simorangkir, Rudy T.Erwin dan Prasetgamus HukunSinar Grafika, Jakarta :2000, him
126
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antar negara,untuk tujuan eksploitasi atau mengttab orang
tereksploitast

e) Direktorat adalah bagian dari departemen yang tygasnengurus
suatu bidang tertentu, dikepalai oleh seorang tii

f) Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas mieanalikeamanan
dan ketertiban umuth

g) Provinsi Riau adalah wilayah hukum yang dipilihfolgenulis untuk
melakukan penelitian mengenai perdagangan oramdiking), karena
banyak terjadinya praktek perdagangan orang diafid&Riau.

F. Metode Penelitian
Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan redradiperlukan
suatu metode penelitian untuk mencari data yanf Eturat dan benar guna
menjawab pokok permaslahan,dengan metode sebadaitbe
1) Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adakahelitian
hukum Yuridis sosiologisyaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana eifeldifpelaksanaan
hukum itu berlaku di masyarakattau meninjau keadaan permasalahan
yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukumg Verlaku dan
yang mengatur permasalahan tersébut.
2) Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaiiuwilayah
hukum Polda Riau karena sesuai dengan judul pamelang dilakukan
penulis “Penyelidikan Tindak Pidana perdagangamgmeh Direktorat
Intelkam Polisi Daerah Riau”
3) Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yangpueyai
ciri-ciri atau karakteristik yang sama.Atau Keseluruhaan obyek
dengan ciri yang sanfa.
b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dpulgsd
yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian tukin
mempermudah peneliti dalam menentukan penefifian.
Pengambilan Sampel dari populasi dilakukan dengatoce
Purposive sampling Menentukan pihak yang dijadikan sampel adalah
pihak tertentu yang dianggap sesuai dengan krigarig diteliti)>®

%0 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahuw¥2lentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan orang

3L http://kbbi.web.id/index.php?w

%2 |bid

% Soerjano Soekan@engantar Penelitian Hukutd| Press,Jakarta :1982, him 33

% Bambang Sunggondetode Penelitian Hukur®T Raja Grafindo,Jakarta:2003,him 72

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukutdl Press,Jakarta :1986, him 172

% Bambang Sunggor®p.Cit ,him 118

¥ Ibid, him 119
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Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

No Responden Populasi Sampel %

1 | Dir Intelkam 1 1 100 %

2 | Kasubdit Kamneg 1 1 100%

3 | Pelaku 7 4 57 %

4 | Korban 16 4 25 %
Sumber Data: Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Riau

(POLDARIAU) Tahun 2013.

4) Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dglamelitian
adalah :
a. Data Primer
Data ini di peroleh sendiri secara langsung daspeoeden di
Polda Riau dan kemudian di olah sendiri oleh penulata yang
diperoleh  dari  Narasumber  dengan melakukan metode
“interview”(Wawancara) secara langsung.
b. Data Sekunder
Data ini di peroleh melalui penelitian perpustakaatara lain
terdiri dari Bahan-bahan penelitian yang berasal Hiteratur atau
buku hasil penulisan para sarjana yang berkaitamgaie pokok
pembahasan dan bahan-bahan dari internet.
c. Data Tersier
Bahan-bahan hukum yang dipreoleh dari ensiklopetiia
sejenisnya yang berfungsi mendukung data primerséonder yaitu
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5) Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data juga dapat menggunakan dpzber
metode dan penulis menggunakan metode yaitu :
a. Wawancara
Metode ini menggunakan cara dengan bertatap mutarase
langsung dan memberikan beberapa pertanyaan-paaankepada
narasumber, wawancara yang dilakukan penulis mgdang kepada
pejabat yang berwenang dalam kasus PenyelidikadaKirPidana
Trafiking di wilayah Hukum Polisi Daerah (POLDA)&i.
b. Kajian Kepustakaan
Yaitu Dokumen-dokumen atau bahan bacaan sepertu-Buk
buku yang terdapat di perpustakaan maupun buku gtanijki oleh
penulis sendiri.

% Amirudin dan Zainal Asilkin,Pengantar Metode Penelitian Hukum®T Raja Grafindo
Persada, Jakarta :2004, him 10

13



6) Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat disisakecara
kualitatif. Analisis kualitatif data tidak dianaksdengan menggunakan
statistik atau matematika, namun cukup dengan nmaikgun secara
deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metodepikder
deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatuikgsilan dari suatu
pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

G. Pelaksanaan Penyelidikan Perdagangan Orang yang dkukan oleh
Direktorat Intelkam Polda Riau

Pelaksanaan Penyelidikan, terutama yang dilakukaim i§epolisian
diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian NegarauBlépIndonesia nomor
14 tahun 2012 terdapat pada pasal 12 ayat (1) atelgrbagai kegiatan
penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik yaRertama, Pengolahan
tempat kejadian perkara (TKP) adalah mencari danmgomapulkan
keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas tegka, dan Saksi/korban
untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya, Kedtengamataiobservasi)
adalah melakukan pengawasan terhadap objek, tendpat, lingkungan
tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yalilgutuhkan Ketiga,
Wawancara(interview) adalah mendapatkan keterangan dari pihak-pihak
tertentu melalui teknik wawancara secara tertutappun terbuka, Keempat,
Pembuntutarf{surveillance)adalah mengikuti seseorang yang diduga sebagai
tindak pidana atau orang lain yang dapat mengamnak&pada pelaku tindak
pidana Kelima, Penyamararfundercover)adalah mencari dan mengikuti
keberadaan pelaku tindak pidana dengan mengguriakaalogi informasi
Keenam, Pelacakatrgcking)adalah menyusup ke dalam lingkungan tertentu
tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh baketerangan atau
informasi dan yang KetujuhPenelitian dan analisis dokumen adalah mneliti
dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna manyasatomi perkara
tindak pidana serta modus operandifiya.

Pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdagamgang yang
dilakukan pihak kepolisian daerah Riau khususngh @irektorat Intelkam
Polda Riau tentang perdagangan orang menurut hasilancara dengan
Kasubdit Kamneg AKBP Dasman.S.Sos,.M. yaitu unteknperoleh indikasi
jaringan pelaku kejahatan perdagangan orang dakgagiakan penyelidikan
itu terbagi atas dua bagian antara I&in :

1. Penyelidikan Terbuka
Dapat dilakukan sepanjang hal itu dapat menghasilederangan
keterangan yang diperlukan, dengan perkataan lanygbedikan secara
terbuka lebih banyak mengunakan wewenang menurttA®)
2. Penyelidikan Tertutup
a. Apabila mendapat kesulitan dengan mengunakan edrakia

% peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indi@neomor 14 tahun 2012
40 Wawancara dengan Kasubdit Kamneg AKBP Dasman.S\&&s
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b. Daya upaya penyelidikan secara tertutup lebih nkebdratkan kepada
segi teknis dan kerahasiaan sejauh menyangkut likga yang
belum dijangkau dalam perumusan KUHAP

c. Petugas yang melakukan penyelidikan harus mampgumasai teknik-
teknik yang diperlukan berupa antara lain:

1) Pengolahan daerah Tempat Kejadian Perkara

2) Interview atau Wawancara adalah usaha atau kegiatank
memperoleh keterangan dari orang yang memiliki adauga
memiliki keterangan. Dalam rangka penyelidikan yamgngadakan
Interview tidak menunjukan identitas yang sebenaratau tidak
secara resmi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pihalekiDrat
Intelkam Polda Riau dari tahun 2010 hingga tahOhl2terdapat 4 kasus
dimana pada tahun 2010 terdapat 2 kasus dan tdiiina®la 2 kasus tindak
pidana perdagangan orang dan dari 4 kasus terseldpat masalah-
masalah dalam pelaksanaan penyelidikan yang diphada kasus pertama
sampai dengan kasus keempat kepolisian menemulahagmng sama dalam
pelaksanaannya yaitu dalam menemukan pelaku, datadagkan hasil
wawancara dengaBapak Aiptu Stedy Akhddahwa setelah pihak kepolisian
mendapat laporan dari korban dan pihak kepolisignetusuri dan tiba ke
tempat yang disebutkan, pihak kepolisian tidak dapenemukan pelaku di
lokasi, karena pelaku tersebut sudah pindah tengaat, pihak kepolisian
mengamankan korban-korban tindak pidana perdagaogamg di lokasi
kejadian, setalah itu pihak kepolisian melakukamgoéahan Tempat
Kejadian Perkara (TKP) dan mewawancara korban desyanakat sekitdr-

H. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Peyelidikan
Perdagangan Orang Oileh Direktorat Intelkam Polda Rau

Pelaksanaan penyelidikan oleh pihak kepolisianktidalamanya
berjalan dengan lancar meskipun kepolisian telallakokan tugas dan
kewajibannya, oleh karena itu dalam pelaksanaatery@dang mengalami
hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi dalafancaen
pelaksanaan penyelidikan. Begitu halnya dengankgat@an penyelidikan
yang dilakukan oleh direktorat intelkam Polda Riathadap tindak pidana
perdagangan orang juga mengalami hambatan-hambatan.

Adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksa
penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intetkdolda Riau terhadap
tindak pidana perdagangan orang, menurut Bapak ARB$man S.sos,.Msi
yaitu #

1) Personil
Para pelaku tindak pidana perdangangan orang imgasa
terorganisir dalam melakukan kegiatan mereka, leanqgsra pelaku ini
tidak hanya orang perseorangan tetapi juga adarterk dalam suatu

“wawancara dengan Aiptu Stedy akhda sebagai Pdikyeli
“2\Wawancara dengan Kasubdit Kamneg AKBP Dasman ,Svisis
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kelompok. Oleh karena itu diperlukan penambaharsgoélr dan juga
personil yang lebih berpengalaman dalam melaksanglemnyelidikan
tindak pidana perdagangan orang sangat dibutuhkensompil yang
berpengalaman, karena didalam melaksanakan tindakaini penyelidik
yang minim dan kurang berpengalaman merupakan rfaktang
menghambat dalam pelaksanaan penyelidikan tindedkagangan orang
oleh direktorat intelkam Polda Riau karena dengaggata yang minim
proses pelaksanaan pencarian pelaku tindak pidandagangan orang
sulit ditemukan.
2) Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan orampgmyelidik
direktorat intelkam membutuhkan anggaran yang mamuu untuk
melaksananakan penyelidikan, contohnya sepertalji@nyewaan mobil,
karena para pelaku tindak pidana ini sulit ditenmuksering berpindah-
pindah tempat dan sangat rapi dalam melaksanakafakti pidana
perdagangan orang ini, oleh karena itu anggaralaladaktor yang sangat
penting dalam melakukan penyelidikan, karena pasayg@idik dari
direktorat intelkam ini kesulitan menemukan adanyadak pidana
perdagangan orang ketika menyelidiki kasus iniuee kota. Karena kasus
perdagangan orang ini sangat sulit dilacak, damasepelaku serta
jaringan-jaringannya dari tindak pidana ini seripgrpindah-pindah dan
sangat terorganisir dalam melakukan aksi mereka.

3) Sarana Prasarana

Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan orandakbor
yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidkdalah adanya
sarana prasarana yang memadai, seperti kendardah kawena petugas
yang di perintahkan melaksanakan penyelidikan memgkpn kendaraan
pribadi, sedangkan para petugas memiliki kendarsepeda motor,
bagaimana jika tindak pidana perdagangan oranghtetderjadi di luar
kota maupun perbatasan kota tanpa adanya saramdaatihtas seperti
mobil tidak mungkin penyelidikan ini akan berlanggudengan lancar,
oleh sebab itu sarana prasarana selama ini kuramaduai sehingga
pelaksanaan penyelidikan kurang maksimal dan marhkah waktu yang
sangat lama dalam menemukan pelaku tindak pidaxagengan orang.

4) Keadaan di lapangan

Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana peartgan orang
ini pihak Direktorat Intelkam menghadapi kesulitdalam keadaan di
lapangan vyaitu masyarakat, masyarakat juga merapakaktor
penghambat dalam penyelidikan tindak pidana oramgdikarenakan
masyarakat disekitar tempat kejadian tidak beraalard melaporkan
adanya praktek perdagangan orang ini karena metakat dengan
keselematan jiwa mereka.
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I. Upaya Yang Dilakukan Oleh Direktorat Intelkam Polda Riau Untuk
Mengatasi Hambatan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.

Bahwa dalam penyelidikan tindak pidana perdagarmamg yang
dilakukan direktorat intelkam Polda Riau banyakatdirhambatan-hambatan
yang dihadapi oleh pihak penyelidik dan pihak diziektorat intelkam polda
Riau menurut hasil wawancara dengan Aiptu Stedy dakipenyelidik
melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatamnm dp&nyelidikan
yaitu:*®
1. Anggota

Dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan omangpaya-upaya
dilakukan para penyelidik adalah dengan menambggata personil, apalagi
anggota yang ahli dan berpengalaman dibidang peikai, dengan adanya
anggota yang ahli dibidang ini maka dapat menandsih meningkatkan
kerja dan kinerja anggota Direktorat Intelkam PdRiau, karena kita ketahui
kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini saegaganisir dan sering
berpindah-pindah lokasi, maka dari itu sangat dibk&in anggota-anggota
yang berpengalaman dan ahli supaya memberikan deetam dalam
melaksanakan upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatalam
penyelidikan tindak pidana perdagangan orang.

2. Penambahan Anggaran

Penyelidikan yang dilakukan oleh direktorat intetkdPolda Riau
banyak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksay@asaperti anggaran
atau dana, dan upaya-upaya yang dilakukan dalanmgatesi hambatan
dalam penyelidikan tindak pidana perdagangan org@agu dengan
menambah anggaran di tahun 2014, supaya dengampahan anggaran ini
penyelidikan dapat berjalan sebagaimana mestingegnk tindak pidana
perdagangan orang ini sangat sulit di lacak dadak pidana ini sangat
terorganisir, para pelaku sering berpindah-pindampgat, maka dari itu
penambahan anggaran di tahun 2014 sangat dibututidgam kelancaran
penyelidikan.

3. Sarana
a. Usulan pengadaan

Usulan pengadaan ini adalah upaya-upaya yang ##éakuoleh
direktorat Polda Riau untuk mengatasi hambatan-htanbyang dihadapi
dalam penyelidikan, karena penyelidikan yang dikaku oleh direktorat
intelkam Polda Riau para penyeledik menggunakah tedasportasi atau
kendaraan pribadi dan tidak disediakannya kendad®an instansi untuk
pelaksanaan penyelidikan. Upaya yang dilakukan diegktorat intelkam
Polda Riau dengan usulan pengadaan tersebut ad#lahkelancaran proses
pelaksanaan penyelidikan oleh direktorat intelkandg Riau dan juga untuk
satuan-satuan yang berada dibawah wilayah Polda Ria

43 Wawancara dengan Aiptu Stedy Akhda sebagai pefikeli
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4. Keadaan dilapangan atau situasi dilapangan

Dalam mengatasi hambatan dari keadaan dilapangamtu y
masyarakat, upaya yang dilakukan oleh Direktoragikam Polda Riau yaitu
bekerjasama dengan masyarakat dalam memberantask tipidana
perdagangan orang ini dengan melakukan pendekapadl& masyarakat
seperti memberikan penyuluhan-penyuluhan tentamgyenya dari tindak
pidana perdagangan orang ini dan masyarakat juganioliu supaya
memberikan informasi jika melihat atau mengetalenitang adanya tindak
pidana perdagangan orang ini.

J. PENUTUP
1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis daladul |
Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Perdagadgarg Oleh Direktorat
Intelkam Polda Riau, maka dapat diambil beberapsinkmilan sebagai
berikut :

1. Bahwa pelaksanaan penyelidikan tindak pidana perdgn orang
oleh direktorat intelkam Polda Riau tidak sesuai tidak mengikuti
aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala KemwlisNomor 14
tahun 2012 yaitu dalam melaksanakan pengolahan dteKgjadian
Perkara (TKP), pengamatafobservasi) wawancara (interview)
pembuntutan durveillance) pelacakan tfacking) penyamaran
(undercover) analisa dokumen, dan berdasarkan hasil wawancara
penulis dengan pihak dari Direktorat Intelkam Poldau pihak
kepolisian setelah melakukan penelurusan ke lokegidian hanya
melaksanakan sebagian tahapan-tahapan penyelidikaitu
melaksanakan pengolahan TKP dan wawancara.

2. Bahwa adanya faktor penghambat dalam pelaksanaayelmbkan
tindak pidana perdagangan orang oleh direktoratkam Polda Riau,
yaitu anggota yang kurang ahli dan berpengalamanbidang
penyelidikan, anggaran minim, sarana prasarana Keadaan
dilapangan, karena dengan adanya hambatan-hambatserti itu
pelaksanaan penyelidikan yang dilaksanakan olefkidirat intelkam
Polda Riau kurang maksimal dalam pelaksanaannyan&atindak
pidana perdagangan orang ini kejahatan yang sasgaganisir, oleh
sebab itu pihak dari Direktorat Intelkam Polda Riswlit untuk
mencari pelaku kejahatan tindak pidana perdagaogary ini.

3. Bahwa dari hambatan-hambatan yang terjadi dalanakgahaan
penyelidikan tindak pidana perdagangan orang idia &eberapa
upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Intelk&®wolda Riau
diantaranya penambahan personil-personil yang bggb@man dalam
pelaksanaan penyeledikan tindak pidana perdagangeang,
penambahan anggaran, dan usulan pengadaan saasasaps, serta
upaya dengan melakukan penyuluhan-penyluhan kepedyarakat
dengan upaya-upaya tersebut Direktorat Intelkand@®tiau dapat
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mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalanakssbtaan
penyelidikan tindak pidana perdagangan orang.

2. Saran

Dari kesimpulan yang di atas , penulis ingin memlsaran yang
nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakata Direktorat
Intelkam Polda Riau yaitu:

1. Dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana peartgan orang ini,
seharusnya pihak dari direktorat intelkam PoldauRsarius dalam
melaksanakan penyelidikan, seperti mengikuti atataran hukum
yang berlaku supaya dalam melaksanakan penyelidii#tak berlama-
lama dan tidak mengabaikan penyelidikan tindak nmadgerdagangan
orang ini dan juga dalam menemukan pelaku tindalarna, karena
pihak dari direktorat intelkam melakukan upaya-w@pggng menurut
penulis belum maksimal, saya mengharapkan supagakti pidana
perdagangan orang ini dapat diminimalisir kalauabgecepatnya
diatasi dan di berantas, dan juga segera di tenmykapara pelaku,
supaya nantinya tidak meresahkan masyarakat dirf3rdriau.

2. Penyelidikan tindak pidana perdagangan orang inga#ah perlu
untuk ditingkatkan kualitasnya, terutama kepadaakpitkepolisian
supaya meningkatkan kinerjanya, ini dikarenakanasemata agar
kesalahan-kesalahan dalam tugas penyelidikan patddiminimalisir
demi kepentingan aparatur negara itu sendiri, maugpentingan
umum, oleh karena itu penulis memberi saran, sugalyak dari
Kepolisian Republik Indonesia khusunya Polda Riaapad
memberikan penyuluhan-penyuluhan, pemahaman ataminae
seminar tentang bahanya tindak pidana perdagangang oini,
sehingga masyarakat dapat mengetahui dan lebitatbédti dalam
kasus tindak pidana perdagangan orang.
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